
 
 

 

 

 

BUPATI SUKAMARA 
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 

 

PERATURAN BUPATI SUKAMARA 
NOMOR   13  TAHUN 2016 

 
TENTANG 

 

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2016 

 
BUPATI SUKAMARA, 

 

Menimbang :   a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang 
Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional dan  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 

32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah 
Daerah wajib menyusun Kerja Pembangunan Daerah (RKPD); 

 b. bahwa berdasarkan Pasal 285 ayat (1) Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan 
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, 
Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi 

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, RKPD dapat 
diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan 

dalam tahun berjalan; 

 c. bahwa berdasarkan Pasal 286 ayat (1) Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, 
Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi 

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Perubahan RKPD 
ditetapkan dengan peraturan kepala daerah; 

 d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b dan huruf c,perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja 
Pembangunan Daerah (Perubahan RKPD) Kabupaten 

Sukamara Tahun 2016. 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan 

Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten 
Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, 
Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan 

Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180); 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

SALINAN 



  

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata 

Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 
Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4663); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, 

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015– 
2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);  

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 
tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan 
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); 

10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 
2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 2010 – 2015 (Lembaran 
Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011 Nomor 1); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Kabupaten Sukamara Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Sukamara Tahun 2015 Nomor 9); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 10 Tahun 2016 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

Sukamara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Sukamara Tahun 2016 Nomor 10); 

13. Peraturan Bupati Sukamara Nomor 12 Tahun 2015 tentang 
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Sukamara 
Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2015 

Nomor 12). 



  

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SUKAMARA TENTANG PERUBAHAN 
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN 
SUKAMARA TAHUN 2016. 

Pasal I 
 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sukamara Nomor 12 Tahun 2015 

tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2016 
(Berita Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2015 Nomor 12) diubah sebagai berikut : 

Ketentuan pada Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 6 

(1) Sistematika Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Sukamara Tahun 2016 

disusun sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II 
TAHUN 2016 

 BAB III PERUBAHAN RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN 
KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH 

 BAB IV PERUBAHAN PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH 

 BAB V PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS 
DAERAH 

BAB VI PENUTUP 

(2) Sistematika Dokumen Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan mengundangkan peraturan 
Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukamara. 

Ditetapkan di Sukamara   
Pada tanggal                     2016 

BUPATI SUKAMARA 

 

             ttd 

  AHMAD  DIRMAN 

Diundangkan di Sukamara 
Pada tanggal                         2016 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN SUKAMARA 
 
 

                 ttd 

 
SUMANTRI HARI WIBOWO 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2016 NOMOR  13 


